
4. Undang-Undang . 

3. Undang Undang Nemer 1 Tahun 2004 tenrang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara .Republik .Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4353); 

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kerja 
Kesehatan (Lerribaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1963 
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2576); 

1. Undang - Und.ang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang 
Nornor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat TT 
Sarclangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

Mengingat 

h h<'lhn·rr, ho.'l"rlnc,n,rlrn'T"'\ T'\t:U.+;-rnhnn<Tl"\T'I c,Q.hrtnl"l;TY\nT\n dimaksud T'V"\rt~ 
Ve V"-!.L Vf'U VV.L UU.VC..U..l\.Ul.L ¥"'.J. t..LJ. .. l.l.VU-L.LE,(..J.L.l o,)VV"f:;U.lJ..LJ.UJ..LU U.1.1..L.LUJ.~ U j,JU.\..jU, 

.buruf .a, perlu .menetapkan Peraturan .Bupati tenrang Pedornan 
Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas. 

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Bari 'Nomor l O Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelavanan Kesehat.an Puskesmas maka nerlu diatur Pedoman • 4 

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas; 

Menimbang 

BUP ATI BATANG HARI, 

DENGA.t~ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG HAR! 
NOMOR: to TAHUN 2013 

BUPATI BATANG HARi 

) SALIN AN ( 



BABI . 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAA.11.l" 
RETRIBUSI PELA YANAN KESEHATAN PUSKESMAS 

Menetapkan 

wiEMUTUSKAN 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 
Nemer 10). 

10. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

9. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 rentang Penyerahan 
sebagian Urusan Pemerintah .dalam .Bidang Kesehatan .kepada 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 
Nomor 9, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3347); 

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraruran Perundang - undangan (Lerribaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

Undang - Undang Nemer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lemba.ran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009, Tambahan 
T embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061)· .l,....J..... 1..&..L ..I.. \A..&.""' ..&. - "4-'-.I' .£. ~ .L V.l...t.. A.I.A. .J.. V.L .I. .L .J ) 

'7 .. 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 5234 ); 

6. 

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. 

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang Undang Nemer 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan .Daerab (Lemharan Negara Repnhlik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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18. Retribusi . 

17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediak.an atau diberikan oleh 
Pemeri ..... +nh Dae .... "'h .. mtuk tuiuan kenentinzan dan kemanfaatan umum serta rin-nn+ w~ 1.1..Ll.\.UU u l.U.U.. Uill. \.UJ o..u. ~ _p\.J.LU.ll 5u.u. u ~1..U..U1....Ll...U \. \..U..U. \.. .1.\. uo.pu\. 

dinikmati oleh orang Pribadi atau Bidan. 

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh palaksana Pelayanan dalam rangka 
pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, 
dan atau pelayanan lainnya yang diherikan kepada Pasien. 

15. Pihak Penjamin adalah Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Kepada 
Masyarakat yang menjamin pembayaran retribusi melalui klaim dapat berupa 
Badan/Lembaga/Instansi sebagai perpanjangan tangan pernerintah. 

14. Kepala Puskesmas adalah semua Kepala Puskesmas di Kabupaten Batang Hari. 

13~ Puskesmas Keliling adalah Pe]a.)1a112n Keseharan oleh Puskesmas dengan 
menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau tranportasi 
Iainrrva ""'ng ;.,,,1-, dari S"'"ana nelavanan Y"' ..... c-r <>rl<> :.a.~..a..u...1.J u. ;J w. .1. J"""l,,t.,.L..a. ._ ..a. u...i ..a. r"".a. J c.i.L,u ... 1..a...a. · w.1..1.e, u.~u.. 

12. Bidan Desa adalah Bidan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di desa 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

11. Puskesmas Pembantu adalah semua Puskesmas Pembantu di Kabupaten Batang Hari, 

10. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Batang Hari. 

9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas 
Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang - undangan Daeraa yang yang berlaku. 

Unit Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas 
Pembantu, Poskesdes, dan Bidan di Desa, 

7. 
Keoala Dinas Kesehatan adalah Keoala Dinas Kesehatan Kabuoaten Batanz Hari. .... .... .... ......, 6. 

Dinas Kesehatan adalah Din.as Kesehatan Kabupaten Batang Hari. 5. 

Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari. 4. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPPJ) adalah Lernbaga 
Perwakiian Rakyat Daerah sebagai unsur Penyeienggara Pernerintah Daerah. 

Pemerintahan Daerah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Bari. 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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4. Persalinan . 

'NO 
I 
I JENIS PELAY ANAN TARIF 

I I 
1 2 3 

I I PELA YANAN KESEHATAN" DASAR 

l . I 
I I Jenis Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap 

I l. I Non Tindak.an terdiri dari I 
I 

I 
a. Pemeriksaan kesehatan dengan atau KIR Dokter/Kunjungan I Rp. 5.000,-1 

I b. Pengobatan (terapi) Kunjungan j Rp. 8.000,- 
I I I I 
12. l Ra . t diri dari I I war map, rer • : 

I Ro. a. Biaya rawat inap tanpa makan minum di Puskesmas/hari 25.000,- 
I I b. Visit 0<m Konsultasi/hari I . 5.000,- 

I I c. Asuhan Keperawatan/hari 
'Rp. 

7.500,- I Rp. 

I " I Tindaka.n : I I ;) . I a. Lukajahit < 10 Rp. 25.000,- I 
I I b. Lukajahit > 10 Rp. 50.000,- 
I I c. Khitanan/Sirkumsisi Pria Rp. 150.000,- I 
I 

I d. Tindik Daun Telinga Rp. 20.000,-1 
I e. Perawatan Luka Rp. 10.000,- 

I I 
f. Pengangkatan Tumor Jinak Rp. 15~.000,-1 
g. Incisi Abses Rp. 2:,.000,- 

I I h. Ekstraksi kuku Rp. 30.000,- I I l ' Ekstraksi serumen/spulling Rp. 20.000,-1 , . 
I I J. Ekstraksi corpus alienum Rp. 25.000,- I I Jr Bilas Lambung Rp. ,1() ooo I 

I "'- ~o:oa~:: I l. Pemasangan I Pencabutan Infos Rp. I m. Pernasangan I Pencabutan Kateter Rp. 10 0()() I ~-·"::~,- I 

1 

n. Pemasangan I Pencabutan NGT Rp. D.UUU,-1 
0. Pernasangan I Pencabutan Inflan Rp. ?0-~00,- 

I p. Pemasangan I Pencabutan IlJD I Rp. o0.000,- 

I 
q. Visum et Refertum I Rp. - Visum Luar 30.000,- 

I 

(1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, 
Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah sebagai berikut : 

Pasal2 
STRUKTUR DA,~ BESAP'-'1'ff A T APJF 

BAB II 

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah 
pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas 
Pembantu, Poskesdes dan Bidan Desa, tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 

4 



BAB ill . 

(3) Ketentuan jam kerja sebagairnana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan 
Perundang- undangan yang berlaku, 

(2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Pelayanan Persalinan oleh Bidan di Desa adalah persalinan yang ditolong pada jam 

kerja; 
b. Pengambilan korban dan atau jenazah dari tempat kejadian termasuk kategori 

rujukan; 
c. Visum J,,., .. .,,-l.,J.,l, ... ,,.m,,. .. ;1,-"""'" yang dilakukan 01,,.1, dokter nuskesmas termasuk __. L~'-4..&.LL L~ ~lt,A,.LL 1JVLLL ...... LLL~'"'4,U,.L J"4,.I..L LL\.4.1..'- :'-.'-41.. J.'v.l.L .....U,...tL'-....._.. t''-"- L'-."-'JLL.~ ......... LLLL "4-,,1.'- 

perneriksaan pemerkosaan tanpa melakukan visum dalam. 

I " I 1 2 __, 

I I I 
4. I Persalinan ID ~~~-~~~,-1 I Pcrsalinan Normal I a. I ~P· 

I I b. Persaiinan dengan Penyuiit !Kp. o:,U.UUU,-1 
! I c. Manual Placenta I Rp. 150.000,- 
I Persalinan yang ditolong Bidan Desa (ANC+PNC 660.000,- 1 I I d. I Rp. I 
l I Laboratorium I I Is 
I I a. Pemeriksaan darah rutin I Rp. 20.000,1 
I [ b. Pemeriksaan gula darah Rp. 15.000,j 
I ! 

I c. Pemeriksaan mine rutin Rp. 20.000, 
I I d. Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 1 0 non l 
I l • ,v v,l 
I - e. Pemeriksaan Tes Kehamilan Rp. 10.000, 
I I f. Pemeriksaan Faeces Rp. 20.000,1 
I I 
16. I Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) Rp. 2s.ooo,j 
I I I 
j 7. 

I 
Pelayanan gigi I 

I a. Extrak:si Gigi Normal per gigi Rp. 10.000,1 
I I b. Extraksi Gigi Sulit (tetap) pergigi Rp. 20.000, 

I I c. Filling (Tambalan gigi sementara) Rp. 15.000, 
I d. Pengobatan syaraf gigi Rp. 15.000, 

I I e. Filling (tarnbalan gigi tetap) Rp. 20.000, 
I 

I 
f' Insisi Abses (intra oral) Rp. 25.000,j .... 

I 0 Pembersihan Karang Gigi I orang Rp. 5.000,1 I I o· 

18. l Pelayanan Jenazah I I a. Perawatan Rp. 25.000, I I 

I I 
b. Visum Luar Rp. 30.000, 

Pemakaian Gas Oksigen Medik (per liter) Rp. 1.000, I 9. I 
I 

5.000,1 110. Penggunaan Puskesmas Keliling (Ambulance) Rp. 
I Ruiukan I Pemulangan Jenazah 
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BAB IV . 

(2) Hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor.kan oleh 
Bendahara Penerimaan dalam waktu 1x24 jam ke Kas Daerah. 

(1) Hasil penerimaan pendapatan Puskesmas dari Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor 
ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan pad.a awal bulan berjalan. 

Bagian Kedua 
Penyetoran 

Pasal 5 

T,,,,,-1,, bukti pungutan retrib .. s; sebagaimana dimaksud nada avat (1\ avat 12) '~"'TI nH,:,f- 1 U.UUU l.lU 1.1 }' 11 C,..&.l,.U.J.S l \.,.,\.1 l U I t,..,UU. I JU.HU \,.1.11 n.. U. .}' ] t. I j, ] Q.t. \ UUJ U.J U.\. 

(3) berbentuk kuitansi tanda pernbayaran pelayanan kesehatan. 
(4) 

(3) Retribusi Pel.ayanan Kesehatan di Puskesrnas Pernbantu, Poskesdes dan Bidan di Desa 
dibayarkan melalui mekanisme : 
a. Pasien umum dibayarkan pada kasir retribusi puskesmas pada saat rapat 

mi nil okakarya; 
h. Pasien .Taminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan 

(Jampersal) dibayarkan setelah menerima Klaim. 

c, Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jarnkesmas) dan Jaminan Persalinan 
(Jampersal) dibayarkan melalui Sistem Klaim. 

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Gawat Darurat dibayarkan melalui 
mekanisme: 
a. Pasien umum dibayarkan pada kasir retribusi setelah mendapatkan pelayanan 

kesehatan sebelum pasien dii7inkan dan atau diperbelehkan pulang; 
b. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) dibayarkan melalui 

Q~c,to't"V'I v1~~,-'l'"\• 
U.A.0,1,..'-,,.L..l.t .L~U.L.L.t.L) 

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dibayarkan melalui mekanisme: 
a. Pasien umum dibayarkan pad.a kasir retribusi setelah mendapatkan pelayanan 

kesehatan; 
b. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan 

(Jampersal) dibayarkan rnelalui Sistern Klairn. 

Pa5al 4 

(2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung rnulai tanggal sejak 
diterbitkannya Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Puskesmas. 

(1) Setiap orang yang memperoleh Jasa Pe1ayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 
Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa dipungut retribusi 
Pelavanan Kesehatan denzan tarif sesuai denzan ketentuan dalam Peraturan Daerah 

J ..... ..... 

Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pela:yanan Kesehatan 
Puskesmas. 

Bagian Pertarna 
Pemungutan Retribusi 

Pasal 3 

BABIH 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETJUBUSI DAN PENYETORAN 
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Diundangkan di Muara Bulian 
Pada tanggal ,q -7., -- 2013 

: Muara Bulian 
:4 -'2- -- 2013 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Peraturan ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan lill dengan 
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupat:en Batang Hari. 

BAB VI 
KETENTUAl'\f PENUTUP 

Pasal 8 

Kepala Puskesmas wajib menyampaiakan pertanggung jawaban hasil Penerimaan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati Batang Hari melalui Dinas 
Kesehatan. 

BABY 
PERT ANGGUNG JAW ABAN 

Pasal 7 

Untuk pasien terlantar, pasien panti asuhan, atau pasien panti jompo, pasien lembaga 
pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oieh wabah dan kejadian 1uar biasa. 

rv 
""· 

Bagi pasien rawat inap dan persalinan peserta Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial; dan h v. 

Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Pembayaran Retribusi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Bagi pasien rawat jalan peserta Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial, dan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda); · 

BAB IV 
PEMBERIAN PEMBEBASA.i"\J RETRIBUSI 

Pasal 6 
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